
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.32, 2019 KEMENLHK. Jenis Tumbuhan. Satwa. Dilindungi. 

Perubahan. 
 

 
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

                           NOMOR P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN NOMOR P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TENTANG 

JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/ 

KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa 

yang Dilindungi sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/ 

KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa 

yang Dilindungi; 

b. bahwa penetapan tumbuhan yang dilindungi dan/atau 

perubahan dari tumbuhan yang dilindungi menjadi 

tumbuhan yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan 

pengawetan sumberdaya alam hayati dengan 

pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan kondisi 

faktual populasi tumbuhan di alam dan di masyarakat; 
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c. bahwa penetapan jenis tumbuhan yang dilindungi 

dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi faktual 

populasi dan peredaran jenis tumbuhan, serta adanya 

jenis tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

telah masuk dalam target produksi Rencana Kerja 

Tahunan dalam pemanfaatan hutan pada Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau 

rencana pembukaan lahan pada Izin Pemanfaatan Kayu; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis 

Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi; 

 

Mengingat :   1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3419); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan United Nations Convention on Biological 

Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556); 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5073); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5432); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 3803); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 3802); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 

Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan 

Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5956); 

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 17); 

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan  (Berita  Negara  Republik  Indonesia     

Tahun 2015 Nomor 713); 

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 6/2018 tentang 

Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 880) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/ 

KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa 

yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1228); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan    :  PERATURAN   MENTERI  LINGKUNGAN   HIDUP   DAN 

KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN NOMOR P.20/MENLHK/SETJEN/ 

KUM.1/11/2018 TENTANG JENIS TUMBUHAN DAN SATWA 

YANG DILINDUNGI. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/ 

KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang 

Dilindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 880) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis 

Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1228), diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 1 

(1) Penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang 

dilindungi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

(2) Kegiatan pengawetan dan pemanfaatan jenis 

tumbuhan dan satwa dilindungi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan 

pembinaan oleh Menteri. 

 


